MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIX INDONESIA
NOMOR 66/PMK.04/2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian,
pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha
barang kena cukai telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04 /2008 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan
Nomor Pokok Pengusaha BaranglKena Cukai untuk
Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Men:eri Keuangan Nomor
200/PMK.04 /2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan
Importir Hasil Tembakau, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata
Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor :
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Uq
Pengusaha Pabrik, Importir, Perryalur dan Pengusaha

Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil

{
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Alkohol, dan Peraturan Menteri Nomor
202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 32/PMK.04/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor
202/PMK.04 /2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol,;

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum,
meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib
administrasi keuangan  Negara, serta untuk
mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai tata cara pemberian, pembekuan, dan
pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena
cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor

Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (A

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

f
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Menetapkan

2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2008 tentang

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4917);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam
Undang-Undang.

3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang
selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin
untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir
barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran di bidang cukai. (M

4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada
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wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan.

5. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan,
halaman, dan lapangan yang merupakan bagian
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan
barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang
kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

6. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan,
dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian
dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan
barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih
terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan,
dijual, atau diekspor. |

7. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang
selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir adalah
tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang
dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk
menimbun barang kena cukai asal impor yang sudah
dilunasi cukainya.

8. Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan,
halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan
untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun
barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya
untuk disalurkan atau dijual yang semata-mata
ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

9. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual
secara eceran barang kena cukai kepada konsumen
akhir.

10. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan,
tempat, atau kawasan yang memenuhi bersyaratan
tertentu yang digunakan untuk menimbun barang
dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan ﬂ}
penangguhan bea masuk.

11. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.

1
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

(1)

Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan
Pabrik.

Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang
mengusahakan Tempat Penyimpanan.

Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena
cukai ke dalam daerah pabean.

Penyalur adalah Orang yang menyalurkan atau
menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi
cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada
konsumen akhir.

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah Orang
yang mengusahakan Tempat Penjualan Eceran.
Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang
menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang
kena cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran, yang telah memiliki NPPBKC.
Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang
Cukai.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan

tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2
Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan
sebagai:
a. Pengusaha Pabrik;
b. Pengusaha Tempat Penyimpanan,;
c. Importir barang kena cukai;

d. Penyalur; dan/atau
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e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran,
wajib memiliki NPPBKC.

(2) Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan
kegiatan sebagai Penyalur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, hanya berlaku untuk Penyalur dan
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran barang kena
cukai berupa etil alkohol atau minuman mengandung

etil alkohol.

Pasal 3
Dalam hal Orang yang wajib memiliki NPPBKC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan
pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat

Penimbunan Berikat diberlakukan juga sebagai NPPBKC.

Pasal 4

Kewajiban memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dikecualikan kepada:

a. Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari
tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak
dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk
penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional
yang lazim dipergunakan, apabila:

1. dalam pembuatannya tidak dicampur atau
ditambah dengan tembakau yang berasal dari
luar negeri atau bahan lain yang lazim
dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau;
dan/atau

2. pada pengemas atau tembakau irisnya tidak
dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap,
merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan
itu;

b. Orang yang membuat minuman mengandung etil (N

.
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dibuat oleh rakyat di Indonesia;

2. pembuatannya dilakukan secara sederhana,
dengan menggunakan peralatan sederhana yang
lazim digunakan oleh rakyat Indonesia dan
produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima)
liter per hari;

3. semata-mata untuk mata pencaharian; dan
tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan
eceran;

c. Orang yang membuat etil alkohol, dalam hal:

1. dibuat oleh rakyat di Indonesia;

2. pembuatannya dilakukan secara sederhana yang
produksinya tidak melebihi 30 (tiga puluh) liter
per hari; dan

3. semata-mata untuk mata pencaharian;

d. Orang yang mengimpor barang kena cukai yang
mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf f Undang-Undang;

e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang
jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh)
liter per hari; dan

f.  Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman
mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi

5% (lima persen).

Pasal 5

(1) NPPBKC Pengusaha Pabrik berlaku juga sebagai
NPPBKC Importir, dalam hal Pengusaha Pabrik yang
telah memiliki NPPBKC mengimpor barang kena cukai
untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan
penolong dalam pembuatan barang kena cukai di
Pabrik tersebut.

(2) NPPBKC Pengusaha Tempat Penyimpanan berlaku
juga sebagai NPPBKC Importir etil alkohol, dalam hal

Pengusaha Tempat Penyimpanan yang telah memiliki (N
\

d
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(3)

(2)

NPPBKC mengimpor etil alkohol untuk dimasukan ke
Tempat Penyimpanan tersebut.

NPPBKC Importir minuman mengandung etil alkohol
berlaku juga sebagai NPPBKC Penyalur minuman
mengandung etil alkohol, dalam hal Importir yang
telah memiliki NPPBKC minuman mengandung etil
alkohol melakukan kegiatan sebagai Penyalur

minuman mengandung etil alkohol yang diimpornya.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN NPPBKC

Bagian Kesatu

Persyaratan Mendapatkan NPPBKC

Pasal 6

NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan
menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) yang:
a. berkedudukan di Indonesia; atau
b. secara sah mewakili orang pribadi atau badan

hukum yang berkedudukan di luar Indonesia.
Untuk dapat diberikan NPPBKC, Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus:

memiliki izin usaha dari instansi terkait;

mengajukan permohonan untuk memperoleh

NPPBKC;

c. menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang

Kena Cukai; dan

d. menyerahkan surat pernyataan bermeterai cukup
yang menyatakan Orang yang mengajukan
permohonan:

1. tidak keberatan wuntuk dibekukan atau
dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam
hal nama Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Importir, Penyalur, atau Tempat Penjual

Eceran yang bersangkutan memiliki

www.jdih.kemenkeu.go.id

Y



kesamaan nama, baik tulisan maupun
pengucapannya dengan nama  Pabrik,
Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur,
atau Tempat Penjualan Eceran lain yang
telah méndapatkan NPPBKC sebelumnya/
terdahulu; dan
2. bertanggung ja§vab penuh terhadap seluruh
kegiatan yang dilakukan di Pabrik, tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir,
Tempat Usaha Penyalur atau Tempat
Penjualan Eceran dan/atau kegiatan yang
dilakukan oleh orang yang bekerja di Pabrik,
Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran.
(3) Izin usaha dari instansi terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a yaitu:

a. Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung
jawabnya di  bidang  perindustrian atau
penanaman modal, dalam hal Orang mengajukan
permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik;
atau

b. Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perdagangan, penanaman
modal, atau pariwisata, dalam hal Orang
mengajukan  permohonan NPPBKC sebagai
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan

Eceran.

Pasal 7
(1) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan
digunakan sebagai Pabrik harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. tidak berhubungan Ilangsung dan memiliki (

pembatas permanen yang memisahkan dengan (ﬂ;

i
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tempat lain yang bukan bagian Pabrik yang
dimintakan izin,;

b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari
jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam
kawasan industri;

c. memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat
usaha dalam batas tertentu;

d. memiliki bangunan, ruangan, tempat,
pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya
untuk menyimpan bahan baku atau bahan
penolong;

e. memiliki bangunan, ruangan, tempat,
pekarangan, dan peralatan atau mesin yang
digunakan untuk membuat dan/atau mengemas
barang kena cukai;

f.  memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau
tempat untuk menimbun, menampung, atau
menyimpan barang kena cukai yang selesai
dibuat; dan

g. memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau
tempat untuk menimbun, menampung, atau
menyimpan barang kena cukai yang sudah
dilunasi cukainya.

(2) Bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau
tangki atau wadah lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g dapat
berada di tempat yang terpisah dari bangunan,
ruangan, tempat, dan pekarangan yang digunakan
untuk membuat dan/atau mengemas barang kena
cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(3) Luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, untuk:
a. Pabrik etil alkohol yaitu paling sedikit 5.000 (lima

ribu) meter persegi,

b. Pabrik minuman mengandung etil alkohol yaitu

paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi; m

f
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c. Pabrik hasil tembakau yaitu paling sedikit 200
(dua ratus) meter persegi; dan

d. Pabrik barang kena cukai selain Pabrik etil
alkohol, Pabrik minuman mengandung etil
alkohol, dan Pabrik hasil tembakau yaitu sesuai
dengan izin dari instansi yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau
penanaman modal.

Dikecualikan dari ketentuan memiliki luas paling

sedikit:

a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk Pabrik etil
alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, dalam hal lokasi, bangunén, atau tempat
usaha yang dimohonkan akan digunakan sebagai
Pabrik etil alkohol yang:

1. menggunakan bahan baku hayati dan
biomasa lainnya yang diproses secara
bioteknologi;

2. hasil produksinya digunakan untuk
keperluan bahan bakar nabati; dan

3. memiliki izin dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

b. 200 (dua ratus) meter persegi untuk Pabrik hasil
tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, dalam hal lokasi, bangunan, atau tempat
usaha yang dimohonkan akan digunakan sebagai
Pabrik hasil tembakau jenis hasil pengolahan
tembakau lainnya,

yaitu sesuai dengan luas atau kapasitas sebagaimana

izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya

di bidang perindustrian atau penanaman modal.

Pasal 8
Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan
digunakan sebagai Tempat Penyimpanan etil alkohol (u

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: %
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a. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal,
bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang
bukan bagian Tempat Penyimpanan yang
dimintakan izin;

b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan
umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan
industri;

c. memiliki luas lokasi paling sedikit 5.000 (lima
ribu) meter persegi;

d. memiliki tempat penimbunan permanen berupa
tangki dengan kapasitas keseluruhan paling
sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter etil alkohol
dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa
pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel
volume yang disahkan oleh dinas metrologi;

e. memiliki gudang permanen untuk menyimpan etil
alkohol,

f. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dan
tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua)
meter yang merupakan batas pemisah yang jelas,
kecuali diatur lain oleh pemerintah daerah; dan

g. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya.

(2) Dikecualikan dari ketentuan memiliki luas lokasi paling
sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan tempat penimbunan
permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan
paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter etil alkohol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal
lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang dimohonkan
akan digunakan sebagai Tempat Penyimpanan etil
alkohol untuk tujuan penyimpanan sementara (transit):

a. dalam rangka ekspor;

b. dimasukkan ke Pabrik;

dimasukkan ke Tempat Penyimpanan lainnya; atau

o

dimasukkan ke Pengusaha pengguna fasilitas

Q.

pembebasan cukai yang akan digunakan sebagai m
bahan baku dan/atau bahan penolong untuk
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memproduksi barang hasil akhir yang bukan
merupakan barang kena cukai berupa bahan bakar
nabati,
yaitu sesuai dengan luas atau kapasitas sebagaimana
izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya

di bidang perdagangan atau penanaman modal.

Pasal 9

Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan

digunakan sebagai tempat menimbun barang kena cukai

oleh Importir atau Penyalur harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

a. tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas
permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal,
bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang
bukan bagian Tempat Usaha Importir atau tempat
usaha Penyalur yang dimintakan izin,;

b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan
umum kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri
atau kawasan perdagangan; dan

c. saat pengajuan permohonan NPPBKC, memiliki jarak
lebih dari 100 (seratus) meter dari tempat ibadah,
sekolah, atau rumah sakit, dalam hal lokasi,
bangunan, atau tempat usaha akan digunakan
sebagai Tempat Usaha Importir atau tempat usaha

Penyalur minuman mengandung etil alkohol.

Pasal 10
Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan
digunakan sebagai Tempat Penjualan Eceran harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan,
halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian
dari Tempat Penjualan Eceran yang dimintakan izin,

" kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan

"

perdagangan, hotel, atau tempat hiburan; m

j
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b. Dberbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan
umum kecuali yang lokasinya dalam kawasan
industri, kawasan perdagangan, hotel, atau tempat
hiburan; dan

c. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dari
tempat ibadah, sekolah, atau rumah sakit, saat
pengajuan permohonan NPPBKC, dalam hal lokasi,
bangunan, atau tempat usaha akan digunakan
sebagai Tempat Penjualan Eceran minuman

mengandung etil alkohol.

Pasal 11

(1) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal
9 huruf a, dan Pasal 10 huruf a yaitu dalam hal lokasi,
bangunan, atau tempat usaha memiliki pintu atau
lubang semacam itu yang menghubungkannya dengan
tempat-tempat lain yang setiap saat dapat dibuka
dan/atau dilalui untuk lalu lintas orang pribadi atau
barang kena cukai.

(2) Berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal
9 huruf b, dan Pasal 10 huruf b yaitu paling kurang
salah satu sisi lokasi, bangunan, atau tempat usaha
berada di tepi jalan umum dan memiliki pintu yang
hanya dapat dimasuki langsung dari jalan umum
tersebut.

(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 9 huruf
b, dan Pasal 10 huruf b yaitu jalan yang dapat dilalui
oleh setiap orang tanpa keharusan meminta izin

terlebih dahulu.

e
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Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan memiliki jarak lebih dari 100

(seratus) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan

Pasal 10, dalam hal:

a. fasilitas tempat ibadah disediakan oleh pengusaha
hotel, restoran, pusat perbelanjaan, atau tempat
hiburan;

b. lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang dimintakan
izin telah mendapatkan izin dari instansi terkait

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 13
Ketentuan terkait lokasi, bangunan, atau tempat usaha
yang akan  digunakan  sebagai Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan Eceran, yang berada
di Tempat Penimbunan Berikat mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai

Tempat Penimbunan Berikat.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Lokasi

Pasal 14
(1) Sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh
NPPBKC, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi,
bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan
sebagai Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.
(2) Permohonan  pemeriksaan lokasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. diajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai
yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat
usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik, .
I

Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir,
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Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan
Eceran; dan
b. paling sedikit harus dilampiri dengan:
1. gambar denah situasi sekitar lokasi, bangunan,
atau tempat usaha; dan
2. gambar denah dalam lokasi, bangunan, atau
tempat usaha.
(3) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terfma
kepada Orang yang mengajukan permohonan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai menugaskan Pejabat
Bea dan Cukai untuk melaksanakan pemeriksaan
lokasi, bangunan, atau tempat usaha berdasarkan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):

a. melaksanakan pemeriksaan lokasi; dan
b. membuat berita acara pemeriksaan lokasi.

(3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dibuat dalam 2 (dua) rangkap
sesuai dengan contoh format tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan,
membuat berita acara pemeriksaan, dan menyerahkan 1
(satu) rangkap berita acara pemeriksaan kepada Orang
yang mengajukan permohonan, paling lama S (lima) hari
kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan
lokasi dalam permohonan.

(5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) digunakan sebagailampiran permohonan
untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu

3 (tiga) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan.
U{l
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Bagian Ketiga
Pemberian NPPBKC

Pasal 16
(1) Permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b:

a. diajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai
yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat-
usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik,
Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir,
Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan
Eceran;

b. diajukan menggunakan dokumen cukai sesuai
dengan contoh format tercantum dalam Lampiran
huruf .B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. paling sedikit harus dilampiri dengan:

1. berita acara pemeriksaan sebagaimana

| dimaksud dalam Pasal 15;

2. salinan atau fotokopi surat atau izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3);

3. daftar mesin yang digunakan untuk
membuat dan/atau mengemas barang kena
cukai dalam- hal Orang mengajukan
permohonan untuk memperoleh NPPBKC
sebagai Pengusaha Pabrik; dan

4. daftar penyalﬁr yang langsung membeli
barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik,
dalam hal Orang mengajukan permohonan
untuk  memperoleh =~ NPPBKC sebagai
Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

(2) Orang yang mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan
permohonan untuk lebih dari 1 (satu):

a. kegiatan; dan/atau -
T, U
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b. tempat atau lokasi yang akan digunakan sebagai
Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

(3) Dalam hal Orang mengajukan permohonan untuk
memperoleh NPPBKC sebagai Penyalur dan daerah
pemasaran yang tertera dalam izin usaha dari instansi
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b,
berbeda dengan lokasi tempat usaha yang dimintakan
izin, Orang yang mengajukan permohonan harus
melampirkan izin lokasi tempat usaha yang
diterbitkan oleh intansi terkait.

(4) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Orang yang mengajukan permohonan untuk
memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 17

(1) Data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c
disampaikan bersamaan dengan pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1).

(2) Tata cara penyampaian, bentuk, dan cara pengisian
data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai diatur

dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf d:
a. disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang
mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang
akan digunakan sebagai Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau m

{
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Tempat Penjualan Eceran sebelum permohonan
disetujui; dan

b. harus ditandatangani oleh pemilik dalam hal Orang
yang mengajukan permohonan yaitu orang pribadi,
atau pimpinan tertinggi perusahaan dalam hal Orang

yang mengajukan permohonan yaitu badan hukum.

Pasal 19

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait
deﬁgan: :

a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6; dan

b. pemenuhan persyaratan lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
dan/atau Pasal 10. |

(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri
memberikan keputusan menyetujui atau menolak
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 |

~ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah
tanggal  diterimanya  permohonan dan  surat
pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) secara lengkap.

Pasal 20
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri
memberikan keputusan menyetujui permohonan
untuk memperoleh NPPBKC, dalam hal:

a. Orang yang mengajukan permohonan telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6;

b. Lokasi yang digunakan sebagai Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Penyalur, Tempat
Usaha Importir, atau Tempat Penjualan Eceran UA

I
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telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal
10; dan

c. Nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran yang diajukan tidak
memiliki kesamaan dengan nama Pabrik, Tempat |
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat
Usaha Penyalur,, atau Tempat Penjualan Eceran
lainnya yang telah mendapatkan NPPBKC.

(2) Keputusan menyetujui permohonan untuk
memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikanl:

a. keputusan pemberian NPPBKC sesuai dengan
contoh format tercantum dalam Lampiran huruf
C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

b. piagam NPPBKC sesuai dengan contoh format
tercantum dalam Lampiran huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) Keputusan pemberian NPPBKC sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Piagam NPPBKC
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:

a. memuat nomor yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal atau identitas Pengusaha Barang Kena
Cukai dalam melaksanakan hak dan kewajiban di
bidang cukai; dan _

b. ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai
atas nama Menteri.

(4) Keputusan pemberian NPPBKC sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat semua lokasi
Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir,
Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan
Eceran, yang berada dalam 1 (satu) pengawasan

Kantor Bea dan Cukai.

-
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(5) Piagam NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diberikan untuk masing-masing lokasi Pabrik,
Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat
Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

(6) Salinan keputusan pemberian NPPBKC diberikan
kepada:

a. Orang yang mengajukan permohonan untuk
memperoleh NPPBKC;

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan
Cukai yang memberikan keputusan pemberian
NPPBKC; dan

c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

Pasal 21
Nomor yang diberikan kepada Pengusaha Barang Kena
Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari
NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai, kode Kantor Bea dan
Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat
usaha Pengusaha Barang Kena Cukai dan/atau Nomor
Induk Berusaha sesuai dengan contoh tercantum dalam
Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri
menolak permohonan untuk memperoleh NPPBKC,
dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1).

(2) Dalam hal permohonaan untuk memperoleh NPPBKC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala
Kantor Bea dan Cukai memberikan surat penolakan
kepada Orang yang mengajukan permohonan dengan

memuat alasan penolakan. .

)((ﬁ(
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(3) Dalam hal permohonan ditolak, Orang yang
mengajukan permohonan dapat mengajukan kembali
permohonan untuk memperoleh NPPBKC setelah
memenuhi alasan penolakan permohonan sebelumnya

dan diberlakukan sebagai permohonan baru.

Pasal 23

(1) NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, atau Importir, Dberlaku selama
Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
atau Importir masih menjalankan usaha.

(2) NPPBKC untuk Penyalur atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran berlaku selama S (lima) tahun sejak
diterbitkannya Keputusan pemberian NPPBKC dan

dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Keempat
Perpanjangan NPPBKC

Penyalur dan Tempat Penjualan Eceran

Pasal 24

(1) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran
yang akan memperpanjang NPPBKC, wajib
mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC
sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum
masa berlaku NPPBKC berakhir.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Menteri u.p. Kepala Kantor Bea dan
Cukai yang mengawasi Tempat Usaha Penyalur atau
Tempat Penjual:an Eceran.

(4) Selain mengajukan  permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyalur atau Pengusaha

Tempat Penjualan Eceran harus menyerahkan salinan

[
-
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atau fotokopi izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3).

Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran yang mengajukan permohonan perpanjangan

NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Dalam hal Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan

Eceran mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC

setelah masa berlaku NPPBKC berakhir, Penyalur atau

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran harus mengajukan

permohonan untuk memperoleh NPPBKC baru.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 26
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait:
a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3); dan

b. eksistensi Tempat Usaha Penyalur atau Tempat .

Penjualan Eceran.

Untuk mendapatkan informasi terkait eksistensi -

Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan
Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
kepala Kantor Bea dan- Cukai dapat menugaskan
Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan
lokasi.

Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3):

a. melaksanakan pemeriksaan lokasi; dan

b. membuat berita acara pemeriksaan lokasi.

Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama

- Menteri memberikan keputusan menyetujui

atau menolak permohonan perpanjangan NPPBKC
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paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal

diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 27

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri
memberikan keputusan menyetujui permohonan
perpanjangan NPPBKC, dalam hal:

a. Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran yang mengajukan permohonan
perpanjangan NPPBKC telah menyerahkan
salinan atau fotokopi izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3); dan

b. lokasi Tempat Usaha Penyalur atau Tempat
Penjualan Eceran masih digunakan untuk
melakukan kegiatan di bidang cukai oleh
Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran.

(2) Keputusan menyetujui permohonan perpanjangan
NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memberikan:

a. keputusan pemberian NPPBKC atas permohonan
perpanjangan NPPBBKC sesuai dengan contoh
format tercantum dalam Lampiran huruf F yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

b. piagam NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf b.

(3) keputusan pemberian NPPBKC atas permohonan
perpanjangan NPPBBKC sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Kepala Kantor
Bea dan Cukai atas nama Menteri.

(4) Salinan keputusan NPPBKC diberikan kepada:

a. Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran yang mengajukan permohonan

perpanjangan NPPBKC;

ff(’(
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b. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor
Bea dan Cukai yang memberikan keputusan
perpajangan NPPBKC; dan

c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

Pasal 28

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri
menolak permohonan perpanjangan NPPBKC, dalam
hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1).

(2) Dalam hal permohonan perpanjangan NPPBKC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala
Kantor Bea dan Cukai memberikan surat penolakan
kepada Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran yang mengajukan permohonan dengan
memuat alasan penolakan.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, Penyalur atau
Pengusaha Tempat  Penjualan Eceran  yang
mengajukan permohonan dapat mengajukan kembali
permohonan untuk perpanjangan NPPBKC setelah
memenuhi alasan penolakan permohonan éebelumnya

dan diberlakukan sebagai permohonan baru.

BAB III
PEMASANGAN TANDA NAMA ATAU PIAGAM NPPBKC
DAN PENYEDIAAN RUANGAN, TEMPAT, SARANA KERJA,
DAN/ATAU FASILITAS KERJA BAGI
PEJABAT BEA DAN CUKAI

Pasal 29
(1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
Importir, atau Penyalur yang mendapatkan NPPBKC
harus memasang tanda nama sesuai dengan format
tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Tanda nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus:

a. dipasang pada setiap lokasi Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, atau
Tempat Usaha Penyalur; dan

b. dipasang pada tempat terbuka sehingga nama
Pabrik, nama Tempat Penyimpanan, atau nama
Tempat Usaha Importir dapat dilihat dengan jelas
dan mudah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang
berada di depan Pabrik, Tempat Penyimpanan,
atau tempat usaha Importir atau Tempat Usaha
Penyalur.

Pemasangan tanda nama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan

setelah mendapatkan keputusan pemberian NPPBKC.

Pasal 30
Pengusaha  Tempat  Penjualan Eceran  yang
mendapatkan NPPBKC harus memasang piagam
NPPBKC atau fotokopi piagam NPPBKC di tempat
usahanya.
Piagam NPPBKC atau fotokopi piagam NPPBKC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dipasang pada setiap Tempat Penjualan Eceran;
dan
b. dipasang pada tempat terbuka sehingga piagam
NPPBKC atau fotokopi piagam NPPKC dapat
dilihat dengan jelas dan mudah oleh Pejabat Bea
dan Cukai yang datang ke Tempat Penjualan
Eceran.
Pemasangan piagam NPPBKC atau fotokopi piagam
NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah

mendapatkan keputusan pemberian NPPBKC.
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Pasal 31

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat meminta kepada
Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
Importir, atau Penyalur, untuk menyediakan ruangan,
tempat, sarana Kkerja, dan/atau fasilitas kerja bagi
Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi
pelayanan dan pengawasan di Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, atau Tempat
Usaha Penyalur.

(2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
Importir, atau Penyalur, yang diminta untuk
menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan/atau
fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja,
dan/atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea
dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan

pengawasan.

BAB IV
PERUBAHAN NPPBKC DAN PERUBAHAN DATA

Pasal 32
(1) Pengusaha Barang Kena Cukai wajib melakukan

perubahan NPPBKC dalam hal:

a. akan melakukan perubahan lokasi atau tempat
usaha;

b. akan melakukan perubahan jenis kegiatan usaha;

c. akan melakukan perubahan jenis barang kena
cukai;

d. setelah melakukan perubahan nama dan/atau
bentuk badan hukum perusahaan;

e. setelah melakukan perubahan atau penggantian
pemilik perusahaan; dan/atau

f. setelah melakukan perubahan NPWP.

th

i
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(2) Pengusaha Barang Kena Cukai wajib menyampaikan
pemberitahuan dalam hal melakukan perubahan:
a. tata letak (layout) tempat usaha barang kena
cukai;
b. penanggung jawab perusahaan;
c. mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau
mengemas barang kena cukai bagi Pengusaha
Pabrik; dan/atau
d. penyalur yang langsung membeli barang kena
Lcukai dari Pengusaha Pabrik, bagi Pengusaha
Pabrik hasil tembakau. |
(3) Dalam hal terdapat perubahan data registrasi
Pengusaha Barang Kena Cukai selain perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Pengusaha Barang Kena Cukai harus menyampaikan

pemberitahuan perubahan.

Pasal 33

(1) Dalam hal akan melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b,
dan/atau huruf c, Pengusaha Barang Kena Cukai wajib
mengajukan permohonan perubahan NPPBKC' kepada
Menteri u.p. kepala Kantor Bea dan Cukai yang
mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan
Eceran.

(2) Dalam hal setelah melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, huruf e,
dan/atau huruf f, Pengusaha Barang Kena Cukai
wajib mengajukan permohonan perubahan NPPBKC
kepada Menteri u.p. kepala Kantor Bea dan Cukai
yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat

Penjualan Eceran paling lambat 1 (satu) bulan setelah

f
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(3) Selain mengajukan permohonan perubahan NPPBKC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2), Pengusaha Barang Kena Cukai harus
menyerahkan dokumen terkait perubahan.

(4) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Pengusaha Barang Kena Cukai yang
mengajukan  permohonan  perubahan  NPPBKC

sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 34

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
permohonan  perubahan NPPBKC  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait:

a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3); dan

b. pemenuhan persyaratan lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau
Pasal 10.

(3) Untuk mendapatkan informasi terkait pemenuhan
persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, kepala Kantor Bea dan Cukai dapat
menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan
pemeriksaan lokasi.

(4) Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3):

a. melaksanakan pemeriksaan lokasi; dan
b. membuat berita acara pemeriksaan lokasi.

(5) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
permohonan  Perubahan  NPPBKC  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

(6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait:

a. kelengkapan dokumen; dan
b. wvaliditas data. ml

¥
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(7) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui atau menolak permohonan perubahan
NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) dan/atau ayat (2) dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal

diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 35

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui permohonan perubahan NPPBKC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dalam
hal:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai yang mengajukan
permohonan telah menyerahkan dokumen yang
tekait dengan perubahan;

b. Pengusaha Barang Kena Cukai yang mengajukan
permohonan telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
dan

c. lokasi yang digunakan sebagai Pabrik, Tempat
Penyimpanan, Tempat Usaha Penyalur, Tempat
Usaha Importir, atau Tempat Penjualan Eceran
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10,
dalam hal permohonan yang diajukan merupakan
perubahan lokasi atau tempat usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
huruf a.

(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui permohonan perubahan NPPBKC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dalam
hal:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai yang mengajukan
permohonan telah menyerahkan dokumen yang
tekait dengan perubahan; dan

b. dokumen yang diajukan telah sesuai dengan .

. !
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(3) Keputusan menyetujui permohonan perubahan
NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan dengan memberikan:

a. keputusan perubahan NPPBKC sesuai dengan
contoh format tercantum dalam Lampiran huruf
H Peraturan Menteri ini; dan

b. piagam NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf b.

(4) Keputusan perubahan NPPBKC - sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh
kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri.

(5) Salinan keputusan perubahan NPPBKC diberikan
kepada:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai yang mengajukan
permohonan perubahan NPPBKC;

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan
Cukai yang membérikan keputusan perubahan
NPPBKC; dan

C. ]jirektur yang mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

Pasal 36

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai menolak permohonan
perubahan NPPBKC, dalam hal permohonan yang
diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan/atau ayat (2).

(2) Dalam hal permohonan  perubahan  NPPBKC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala
Kantor Bea dan Cukai memberikan surat penolakan
kepada Pengusaha Barang Kena Cukai yang
mengajukan permohonan dengan memuat alasan
penolakan.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, Pengusaha Barang
Kena Cukai yang mengajukan permohonan dapat
mengajukan kembali permohonan untuk perubahan

NPPBKC setelah memenuhi alasan penolakan m )
/
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permohonan sebelumnya dan diberlakukan sebagai

permohonan baru.

Pasal 37

Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) dan/atau ayat (3)
disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai
yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran.

Selain menyampaikan pemberitahuan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
dan/atau ayat (3), Pengusaha Barang Kena Cukai
harus menyerahkan dokumen yang terkait dengan
pemberitahuan perubahan.

Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Pengusaha Barang Kena Cukai yang
menyampaikan pemberitahuan perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
pemberitahuan perubahan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan/atau ayat (3).
Untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat
menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan
pemeriksaan lokasi.
Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2):
a. melaksanakan pemeriksaan lokasi; dan
b. membuat berita acara pemeriksaan lokasi.
Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) dan/atau ayat (3) dan hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Bea dan Cukai melakukan perubahan pada

database Pengusaha Barang Kena Cukai.

L
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BAB V
PRODUKSI BARANG SELAIN BARANG KENA CUKAI DAN
KEGIATAN DI TEMPAT SELAIN YANG DIIZINKAN

Bagian Kesatu

Produksi Barang Selain Barang Kena Cukai

Pasal 39

(1) Di dalam Pabrik dilarang menghasilkan barang selain
barang kena cukai yang ditetapkan dalam keputusan
pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20.

(2) Barang selain barang kena cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang yang
merupakan produk sampingan (by product) dari
pembuatan barang kena cukai yang ditetapkan dalam
keputusan pemberian NPPBKC.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku terhadap:

a. Pabrik etil alkohol yang memproduksi secara
terpadu barang lain yang bukan merupakan
barang kena cukai dengan menggunakan etil
alkohol sebagai bahan baku atau bahan
penolong;

b. Pabrik minuman mengandung etil alkohol yang
menghasilkan barang lainnya yang bukan barang
kena cukai, sepanjang di dalam Pabrik tersebut
dilakukan pemisahan secara fisik antara barang
kena cukai dan bukan barang kena cukai, baik
dalam produksinya maupun tempat penimbunan
bahan baku atau bahan penolong dan hasil
produksi akhirnya;

c. Pabrik hasil tembakau selain jenis hasil
pengolahan tembakau lainnya yang menghasilkan
barang lainnya yang bukan barang kena cukali,
sepanjang di dalam Pabrik tersebut dilakukan

pemisahan secara fisik antara barang kena cukai m
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dan bukan barang kena cukai, baik dalam
produksinya maupun tempat penimbunan bahan
baku atau bahan penolong dan hasil produksi
akhirnya;

d. Pabrik hasil tembakau jenis hasil pengolahan
tembakau lainnya yang menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai,
sepanjang di dalam Pabrik tersebut dilakukan
pemisahan secara fisik hasil produksi akhirnya;
dan

e. Pabrik barang kena cukai selain huruf a sampai
dengan huruf d yang menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai,
sepanjang di dalam Pabrik tersebut dilakukan

pemisahan secara fisik hasil produksi akhirnya.

Pasal 40

(1) Pengusaha Pabrik harus menyampaikan
pemberitahuan jenis barang yang merupakan produk
sampingan (by product) dari pembuatan barang kena
cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
kepada kepala Kantor Bea dan Cukai.

(2) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Pengusaha Pabrik atas pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41
(1) Pengusaha Pabrik etil alkohol yang akan memproduksi
secara terpadu barang lain yang bukan merupakan
barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) huruf a, atau Pengusaha Pabrik
selain etil alkohol yang akan menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b sampai
dengan huruf e, wajib mendapatkan persetujuan

Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik.
W
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(2) Untuk  mendapatkan  persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik harus
mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea
dan Cukai yang mengawasi Pabrik.

(3) Dalam hal Pengusaha Pabrik etil alkohol yang akan
memproduksi secara terpadu barang lain yang bukan
merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a menggunakan etil
alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai,
Pengusaha Pabrik etil alkohol mengajukan permohonan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri mengenai pembebasan cukai.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
paling sedikit memuat:

‘a. jenis barang lainnya yang bukan barang kena
cukai yang dihasilkan;

b. jenis bahan baku atau bahan penolong yang
digunakan;

c. alur proses produksi;

d. alur pergerakan bahan baku atau bahan penolong,
dan barang jadi; dan '

e. gambar denah situasi Pabrik terkait tempat
penimbunan bahan baku atau bahan penolong,
tempat melakukan kegiatan produksi, dan tempat
penimbunan barang hasil akhir yang bukan
merupakan barang kena cukai.

(5) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada  Pengusaha  Pabrik yang mengajukan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42
(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
permohonan untuk memproduksi secara terpadu
barang lain yang bukan merupakan barang kena cukai
atau permohonan menghasilkan barang lainnya yang
bukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2). ﬁ (é/
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Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait:

a. jenis bahan baku atau bahan penolong yang
digunakan;

b. alur proses produksi;

c. jenis barang lainnya yang bukan barang kena
cukai yang dihasilkan;

d. alur pergerakan bahan baku atau bahan penolong
dan barang jadi;

e. untuk Pabrik etil alkohol yang akan memproduksi
secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) huruf a, pemenuhan persyaratan
pemisahan secara fisik antara tempat menimbun
barang kena cukai dengan tempat menimbun
barang selain barang kena cukai hasil produksi
secara terpadu; dan

f.  untuk Pabrik barang kena cukai selain etil
alkohol yang akan menghasilkan barang lainnya
yang bukan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b sampai
dengan huruf e harus memenuhi persyaratan
pemisahan secara fisik antara:

1. tempat menimbun bahan baku atau bahan
penolong untuk menghasilkan barang kena
cukai dengan tempat menimbun bahan baku
atau bahan penolong untuk menghasilkan
barang selain barang kena cukai;

2. tempat menghasilkan barang kena cukai
dengan tempat menghasilkan barang selain
barang kena cukai; dan/atau

3. tempat menimbun barang hasil akhir berupa
barang kena cukai dengan tempat menimbun
barang hasil akhir berupa barang selain

barang kena cukai.
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(3) Untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala Kantor Bea dan Cukai dapat
menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan
pemeriksaan lokasi.

(4) Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3):

a. melaksanakan pemeriksaan lokasi; dan
b. membuat berita acara pemeriksaan lokasi.

(5) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui atau menolak permohonan memproduksi
secara terpadu barang lain yang bukan merupakan
barang kena cukai atau permohonan menghasilkan
barang lainnya yang bukan barang kena cukai paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal

diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 43

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui permohonan untuk memproduksi secara
terpadu barang lain yang bukan merupakan barang
kena cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) huruf a, dalam hal:

a. menggunakan bahan baku atau bahan penolong
berupa etil alkohol;

b. di dalam Pabrik tersebut dilakukan pemisahan
secara fisik antara tempat menimbun barang
kena cukai dengan tempat menimbun barang lain
yang bukan merupakan barang kena cukai hasil
produksi secara terpadu; dan

c. tidak menyulitkan pengawasan, pemeriksaan, dan’
perhitungan cukai.

(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui permohonan untuk menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan huruf c,

dalam hal: .
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a. menggunakan bahan baku atau bahan penolong
berupa barang kena cukai atau barang lainnya
yang bukan barang kena cukai;

b. didalam Pabrik dilakukan pemisahan secara fisik
antara tempat menimbun bahan baku atau
bahan penolong untuk menghasilkan barang
kena cukai dengan tempat menimbun bahan
baku atau bahan penolong untuk menghasilkan
barang lainnya yang bukan barang kena cukai;

c. di dalam Pabrik dilakukan pemisahan secara fisik
antara tempat menghasilkan barang kena cukai
dengan tempat menghasilkan barang lainnya
yang bukan barang kena cukai;

d. didalam Pabrik dilakukan pemisahan secara fisik
antara tempat menimbun barang hasil akhir
berupa barang kena cukai dengan tempat
menimbun barang hasil akhir berupa barang
lainnya yang bukan barang kena cukai; dan

e. tidak menyulitkan pengawasan, pemeriksaan,
dan perhitungan cukai.

Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan

menyetujui permohonan untuk menghasilkan barang

lainnya yang bukan barang kena cukai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d dan huruf e,

dalam hal:

a. menggunakan bahan baku atau bahan penolong
berupa barang kena cukai atau bukan barang
kena cukai;

b. di dalam Pabrik dilakukan pemisahan secara fisik"
antara tempat menimbun barang hasil akhir
berupa barang kena cukai dengan tempat
menimbun barang hasil akhir berupa barang
lainnya yang bukan barang kena cukai; dan

c. tidak menyulitkan pengawasan, pemeriksaan,

f
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(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disetujui, Kepala Kantor
Bea dan Cukai memberikan surat persetujuan kepada
Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan.
(5) Tembusan surat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberikan kepada:
a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan
Cukai yang memberikan persetujuan; dan
b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

Pasal 44

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai menolak permohonan
untuk memproduksi secara terpadu barang lain yang
bukan merupakan barang kena cukai, dalam hal
permohonan yang diajukan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1).

(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai menolak permohonan
untuk menghasilkan barang lainnya yang bukan
barang kena cukai, dalam hal permohonan yang
diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 43 ayat (2) atau ayat (3).

(3) Dalam  hal perrﬁohonan ditolak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor
Bea dan Cukai memberikan surat penolakan kepada
Pengusaha Pabrik dengan memuat alasan penolakan.

(4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pengusaha
Pabrik etil alkohol yang mengajukan permohonan
dapat mengajukan kembali permohonan setelah
memenuhi alasan penolakan permohonan sebelumnya

dan diberlakukan sebagai permohonan baru.

"f (k
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Bagian kedua

Kegiatan di Tempat Selain yang Diizinkan

Pasal 45

(1) Pengusaha Barang Kena Cukai yang akan
menjalankan kegiatan di tempat selain yang
disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC,
wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor
Bea dan Cukai yang mengawasi tempat menjalankan
kegiatan.

(2) Untuk mendapatkan  persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Barang Kena Cukai
wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Bea dan Cukai yang mengawasi tempat menjalankan
kegiatan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus:

a. memuat jenis kegiatan yang akan dilakukan,
alamat atau lokasi kegiatan, dan waktu
penyelenggaraan kegiatan; dan

b. dilampiri dengan surat rekomendasi atau izin dari
instansi terkait atau Orang yang memiliki atau
menguasai tempat penyelenggeraan kegiatan.

(4) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima
kepada Pengusaha Barang Kena Cukai yang
mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

Pasal 46
(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait:
a. lokasi yang akan digunakan untuk menjalankan
kegiatan di tempat selain yang disebutkan dalam 1

keputusan pemberian NPPBKC,; m

’f

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 41 -

b. aapat atau tidaknya dilakukan pengawasan oleh
Pejabat Bea dan Cukai; dan

c. dapat atau tidaknya dilakukan pengamanan hak-
hak negara berupa pungutan cukai dan
melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi.

(3) Untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat
menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan
pemeriksaan lokasi.

(4) Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3):

a. melaksanakan pemeriksaan lokasi; dan
b. membuat berita acara pemeriksaan lokasi.

(5) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui atau menolak permohonan menjalankan
kegiatan di tempat selain yang disebutkan dalam
keputusan pemberian NPPBKC paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya

permohonan secara lengkap.

Pasal 47
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan keputusan
menyetujui permohonan untuk menjalankan kegiatan

di tempat selain yang disebutkan dalam keputusan

- pemberian NPPBKC, dalam hal kegiatan ditempat yang
dimintakan persetujuan:
dilakukan dalam waktu yang terbatas;

b. telah mendapatkan rekomendasi atau izin dari
instansi terkait atau Orang yang memiliki atau
mengﬁasai tempat penyelenggaraan kegiatan;

c. dapat dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea
dan Cukai; dan

d. dapat dipenuhi pengamanan atas pungutan cukai

dan/atau kewajiban cukai.

Pl
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai
memberikan surat persetujuan kepada Pengusaha
Barang Kena Cukai yang mengajukan permohonan.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat nama, alamat, jenis

kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Kepalé Kantor Bea dan Cukai menyampaikan

tembusan surat persetujuan kepada:

a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang mengawasi tempat menjalankan
kegiatan;

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang mengawasi Pengusaha Barang Kena
Cukai; dan

c. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawaisi
Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha

Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Pasal 48
Kepala Kantor Bea dan Cukai menolak permohonan
untuk menjalankan kegiatan di tempat selain yang
disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC,
dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1).
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai
memberikan surat penolakan kepada Pengusaha
Barang Kena Cukai dengan memuat alasan penolakan.
Dalam hal permohonan ditolak, Pengusaha Barang
Kena  Cukai yang mengajui{an permohonan
menjalankan kegiatan di tempat selain yang
disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC,
dapat mengajukéln kembali permohonan setelah
memenuhi alasan penolakan permohonan sebelumnya

dan diberlakukan sebagai permohonan baru.

r
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BAB VI
PEMBEKUAN, PEMBERLAKUAN KEMBALI,
DAN PENCABUTAN NPPBKC

Bagian Kesatu

Pembekuan NPPBKC

Pasal 49
(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat membekukan

NPPBKC yang telah diberikan kepada Pengusaha

Barang Kena Cukai dalam hal:

a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa
Pengusaha Barang Kena Cukai melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai;

b. adanya bukti yang cukup yang mengakibatkan
persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;

c. Pengusaha Barang Kena Cukai berada dalam
pengawasan  kurator  sehubungan  dengan
utangnya,

d. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, Importir, atau Penyalur, tidak
menyediakan ruangan, tempat, sarana Kkerja,
dan/atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat
Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi
pelayanan dan = pengawasan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31;

e. Pengusaha Pabrik etil alkohol memproduksi
secara terpadu barang lain yang bukan
merupakan barang kena cukai atau Pengusaha
Pabrik selain etil alkohol menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tanpa
persetujuan;

f.  Pengusaha Barang Kena Cukai menjalankan
kegiatan di tempat selain yang telah disebutkan

dalam keputusan pemberian NPPBKC m

ﬁ‘
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sebagaimana dimaksu_d dalam Pasal 45 tanpa
persetujuan; dan/atau

g. Pengusaha Barang Kena Cukai menyampaikan
data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan
data yang sebenarnya.

Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a berupa keterangan dan/atau

data yang paling sedikit didapat dari 2 (dua) unsur:

a. laporan kejadian;

b. Dberita acara wawancara;

c. laporan hasil penyelidikan;

d. keterangan saksi atau ahli; atau

e. barang bukti. |

Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa:

a. Surat Bukti Penindakan yang dibuat oleh Pejabat
Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang cukali,
atau

b. bukti temuan berupa persyaratan administrasi
yang tidak dipenuhi lagi.

Persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

a. lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran sudah tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, atau Pasal 11;

b. izin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) sudah tidak berlaku;

c. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak memiliki
keputusan perubahan NPPBKC  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

d. apabila Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
mengajukan permohonan perubahan NPPBKC
1 (bulan) setelah melakukan perubahan .

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2). T (ﬂ

www.jdih.kemenkeu.go.id



_45 -

e. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
menyampaikan  pemberitahuan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 50

(1) Dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup
Pengusaha  Barang Kena  Cukai melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, NPPBKC
dibekukan:

a. sampai dengan adanya putusan hakim yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap terhadap
pelanggaran pidana di bidang cukai; atau

b. paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
pembekuan apabila tidak ditemukan adanya
pelanggaran pidana di bidang cukai.

(2) Dalam hal adanya bukti yang cukup yang
mengakibatkan persyaratan perizinan tidak lagi
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) huruf b, NPPBKC dibekukan sampai dengan:

a. dipenuhi kembali persyaratan perizinan paling
lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pembekuan
apabila Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
memenuhi persyaratan perizinan; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut.

(3) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai berada
dalam pengawasan kurator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf ¢, NPPBKC dibekukan
sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki
kekuatan hukum  tetap sehubungan dengan
kepailitan.

(4) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan/atau
fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai
untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf d, NPPBKC dibekukan sampai dengan: '

r I
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a. disediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan/atau
fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai
untuk menjalankan fungsi pelayanan dan
pengawasan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
sejak pembekuan; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut.

(5) Dalam hal Pengusaha Pabrik etil alkohol memproduksi
secara terpadu barang lain yang bukan merupakan
barang kena cukai atau Pengusaha Pabrik selain etil
alkohol menghasilkan barang lainnya yang bukan
barang kena cukai tanpa persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, NPPBKC
dibekukan sampai dengan:

a. Pengusaha Pabrik etil alkohol mendapatkan
persetujuan memproduksi secara terpadu barang
lain yang bukan merupakan barang kena cukai
atau Pengusaha Pabrik selain etil alkohol
mendapatkan persetujuan memproduksi barang
lainnya yang bukan barang kena cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut.

(6) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai
menjalankan kegiatan di tempat selain yang telah
disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC
tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1) huruf f, NPPBKC dibekukan sampai

dengan:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai mendapatkan
persetujuan menjalankan kegiatan di tempat
selain yang telah disebutkan dalam keputusan
pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut.

(7) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai
menyampaikan data yang tidak benar atau tidak

sesuai dengan data yang sebenarnya sebagaimana Ul,

f
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dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, lNPPBKC

dibekukan sampai dengan:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai menyampaikan
perbaikan data yang benar atau yang sesuai
dengan data yang sebenarnya paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak pembekuan; atau

b. NPPBKC Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut.

Pasal 51

(1) Pembekuan NPPBKC dilakukan oleh Kepala Kantor
Bea dan Cukai dengan' memberikan keputusan
pembekuan NPPBKC sesuai dengan contoh format
tercantum dalam Lampiran huruf [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Keputusan  pembekuan NPPBKC sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala
Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri.

(3) Salinan keputusan pembekuan NPPBKC diberikan
kepada:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor
Bea dan Cukai yang memberikan keputusan
pembekuan NPPBKC; dan

c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

Pasal 52
(1) Dalam hal NPPBKC dibekukan, Pengusaha Barang:
Kena Cukai:
a. dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang
cukai; dan
b. harus menyelesaikan kewajiban kepada negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi berdasarkan ketentuan

dalam Undang-Undang.
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Pasal 53
‘Keputusan pembekuan NPPBKC tidak mengurangi
kewajiban Pengusaha Barang Kena Cukai untuk

pemenuhan hak-hak keuangan negara.

Bagian Kedua

Pemberlakuan Kembali NPPBKC yang Dibekukan

Pasal 54

(1) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal adanya bukti
permulaan yang cukup Pengusaha Barang Kena Cukai
melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf
a, Kepala Kantor Bea dan Cukai memberlakukan
kembali NPPBKC setelah:

a. adanya putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran
pidana di bidang cukai, yang menyatakan yang
bersangkutan tidak bersalah; atau

b. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak
cukup bukti permulaan untuk dilakukan
penyidikan.

(2) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal adanya bukti
yang cukup yang mengakibatkan persyaratan
perizinan tidak lagi dipenuhi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Bea
dan Cukai memberlakukan kembali NPPBKC apabila
paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
pembekuan NPPBKC:

a. lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dalam Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, atau Pasal 10;

b. izin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) sudah berlaku;

c. Pengusaha Barang Kena Cukai telah memiliki @"
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keputusan perubahan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan/atau

d. Pengusaha Barang Kena Cukai telah mengajukan
permohonan perubahan NPPBKC setelah
melakukan perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2)."

(3) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai berada dalam pengawasan kurator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf
¢, Kepala Kantor Bea dan Cukai memberlakukan
kembali NPPBKC setelah adanya putusan hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang
menyatakan yang bersangkutan tidak pailit.

(4) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai tidak menyediakan ruangan,
tempat, sarana kerja, dan/atau fasilitas kerja yang
layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan
fungsi pelayanan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, Kepala
Kantor Bea dan Cukai memberlakukan kembali
NPPBKC apabila paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak pembekuan NPPBKC, Pengusaha
Barang Kena Cukai telah menyediakan ruangan,
tempat, sarana kerja, dan/atau fasilitas kerja yang
layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan
fungsi pelayanan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31.

(5) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Pabrik etil alkohol memproduksi secara terpadu
barang lain yang bukan merupakan barang kena cukai
atau  Pengusaha Pabrik selain etil alkohol
menghasilkan barang lainnya yang bukan barang kena
cukai tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, Kepala Kantor Bea
dan Cukai memberlakukan kembali NPPBKC setelah:

-
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a. Pengusaha Pabrik etil alkohol mendapatkan
persetujuan memproduksi secara terpadu barang
lain bukan merupakan barang kena cukai; atau

b. Pengusaha Pabrik selain etil alkohol telah
mendapatkan persetyjuan menghasilkan barang
lainnya yang bukan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41.

(6) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai menjalankan kegiatan di tempat
selain yang disebutkan dalam keputusan pemberian
NPPBKC tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruff, Kepala Kantor Bea dan
Cukai memberlakukan kembali NPPBKC setelah
Pengusaha Barang Kena .Cukai mendapatkan
persetujuan menjalankan kegiatan di tempat selain
yang disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

(7) NPPBKC yang telah dibekukan dalam hal Pengusaha
Barang Kena Cukai menyampaikan data yang tidak
benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf g, Kepala Kantor Bea dan Cukai
memberlakukan kembali NPPBKC dalam  hal
Pengusaha Barang Kena Cukai telah menyampaikan
perbaikan data yang benar atau yang sesuai dengan
data yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak pembekuan NPPBKC.

Pasal 55
Keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau ayat (3) tidak
mengurangi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk
mencabut NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal 14

ayat (4) Undang-Undang.

-

S
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Pasal 56

(1) Pemberlakuan kembali NPPBKC dilakukan oleh Kepala
Kantor Bea dan Cukai dengan memberikan keputusan
pemberlakuan kembali NPPBKC sesuai dengan contoh |
format tercantum dalam Lampiran huruf J yangl
merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan
Menteri ini.

(2) Keputusan Pemberlakuan Kembali NPPBKC
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri.

(3) Salinan keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC
diberikan kepada: L |
a. Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor
Bea dan Cukai yang memberikan keputusan
pemberlakuan kembali NPPBKC; dan |

c. Direktur yang fnempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

Pasal 57
Dalam hal NPPBKC diberlakukan kembali, Pengusaha
Barang Kena Cukai dapat menjalankan kembali kegiatan

usaha di bidang cukai.

Bagian Ketiga
Pencabutan NPPBKC

Pasal 58

Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat mencabut NPPBKC yang
telah diberikan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai dalam
hal:

a. atas permohonan Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. Pengusaha Barang Kena Cukai dinyatakan pailit;

c. Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang tidak lagi dipenuhi;
d. Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang tidak dipenuhi; .
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Pengusaha Barang Kena Cukai dipidana berdasarkan

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-

Undang;

Pengusaha Barang Kena Cukai melanggar ketentuan

Pasal 30 Undang-Undang;

NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau

dikerjasamakan dengan orang lain atau pihak lain

tanpa persetujuan Menteri;

Pengusaha Barang Kena Cukai tidak menjalankan

kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun;

setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak NPPBKC

dibekukan dalam hal adanya bukti yang cukup yang

mengakibatkan persyaratan perizinan tidak lagi
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(1) huruf b, Pengusaha Barang Kena Cukai tidak

memenuhi persyaratan perizinan berupa:

1. lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat
Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau
Tempat Penjualan Eceran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10;

2. 1zin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3);

3. keputusan perubahan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); dan/atau

4.  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (2).

Setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak NPPBKC

dibekukan dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai

tidak menyediakan ruangan, tempat, sarana Kkerja,
dan/atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea
dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (1) huruf d, Pengusaha Barang Kena Cukai tidak

menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan/atau ,

fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai m
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untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

NPPBKC dibekukan dalam hal memproduksi secara
terpadu barang lain yang bukan merupakan barang
kena cukai atau menghasilkan barang lainnya yang
bukan barang kena cukai tanpa persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf
e, Pengusaha Pabrik etil alkohol tetap memproduksi
secara terpadu barang lain yang bdukan barang kena
cukai atau Pengusaha Pabrik selain etil alcohol tetap
menghasilkan barang lainnya yang bukan barang kena
cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;

NPPBKC dibekukan dalam hal menjalankan kegiatan
di tempat selain yang disebutkan dalam keputusan
pemberian NPPBKC tanpa persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, Pengusaha
Barang Kena Cukai tetap menjalankan kegiatan di
tempat selain yang disebutkan dalam keputusan
pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45; atau

setelah 30 (tiga puluh) hari sejak NPPBKC dibekukan
dalam hal menyampaikan data yang tidak benar atau
tidak sesuai dengan data yang sebenarnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf g, Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
menyampaikan perbaikan data yang benar atau yang

sesuai dengan data yang sebenarnya.

Pasal 59
NPPBKC dicabut dalam hal Pengusaha Barang Kena
Cukai tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai
selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf h untuk:
a. Pengusaha Pabrik yaitu dalam hal tidak

melakukan kegiatan menghasilkan dan/atau

T

mengemas barang kena cukai;
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b. Pengusaha Tempat Penyimpanan yaitu dalam hal
tidak memasukkan dan/atau mengeluarkan
barang kena cukai;

c. Importir yaitu dalam hal tidak mengimpor
dan/atau mengeluarkan barang kena cukai;

d. Penyalur yaitu dalam hal tidak memasukan
dan/atau mengeluarkan barang kena cukai; dan

e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yaitu dalam
hal tidak memasukan dan/atau mengeluarkan
barang kena cukai. |

(2)  Pencabutan NPPBKC dalam hal tidak menjalankan
kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h tidak
berlaku untuk:

a. Pengusaha Barang Kena Cukai yang melakukan
renovasi; atau

b. Pengusaha Barang Kena Cukai yang mengalami
bencana alam atau keadaan lain yang berada di .
luar kemampuan Pengusaha Barang Kena Cukai.

(3) Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada
kepala Kantor Bea dan Cukai paling lama:

a. 7 (tujuh) hari, sebelum kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan; atau

b. 14 (empat belas) hari, terhitung sejak peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimakaud pada
ayat (3), NPPBKC dapat dicabut berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

huruf h.

Pasal 60 _
(1) Pencabutan NPPBKC dilakukan oleh kepala Kantor

Bea dan Cukai dengan memberikan keputusan

pencabutan NPPBKC sesuai dengan contoh format

o
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tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.
(2) Keputusan  pencabutan NPPBKC sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala
Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri.
(3) Salinan keputusan pencabutan NPPBKC diberikan
kef)ada:
a. Pengusaha Barang Kena Cukai;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan
Cukai yang memberikan keputusan pencabutan
NPPBKC; dan
c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.

- Pasal 61
Dalam hal NPPBKC dicabut, Pengusaha Barang Kena
Cukai:
a. tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang
cukai; dan
b. wajib menyelesaikan kewajiban kepada negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pasal 62
Pengusaha Barang Kena Cukai tidak dapat mengajukan
permohonan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya
keputusan pencabutan NPPBKC, dalam hal alasan
pencabutan NPPBKC selain:
a. atas permohonan Pengusaha Barang Kena Cukai;
atau
b. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak menjalankan

kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun.
Pasal 63

(1) Dalam hal NPPBKC dicabut sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 58 atau NPPBKC tidak diajukan ‘r w‘

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 56 -

permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan di
‘Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha
Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat
Penjualan Eceran yang meliputi kegiatan
pemeriksaan dan penghitungan terhadap:

1. seluruh barang kena cukai yang masih
berada di Pabrik, Tempat Penyimpanan,
Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha
Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran;
dan

2. pita cukai yang masih berada di Pabrik atau
Tempaf Usaha Importir, dalam hal terhadap
sisa pita cukai diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang cukai.

b. terhadap barang kena cukai berupa etil alkohol:

1. yang belum dilunasi cukainya yang masih
berada di Pabrik atau Tempat Penyimpanan,
harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan
oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha
Tempat Penyimpanan ke Tempat Usaha
Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran;

2. yang sudah dilunasi cukainya yang masih
berada di Tempat Usaha Importir, harus
dikeluarkan oleh Importir ke Tempat Usaha
Importir lainnya, Tempat Usaha Penyalur,
atau Tempat Penjualan Eceran;

3. yang sudah dilunasi cukainya yang masih
berada di Tempat Usaha Penyalur, harus
dikeluarkan oleh Penyalur ke Tempat Usaha
Penyalur lainnya atau Tempat Penjualan
Eceran;

4. yang sudah dilunasi cukainya yang masih
berada di Tempat Penjualan Eceran, harus w
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Penjualan Eceran ke Tempat Penjualan
Eceran lainnya,

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

keputusan pencabufan NPPBKC.

terhadap barang kena cukai berupa minuman

mengandung etil alkohol:

1. yang belum dilunasi cukainya yang masih
berada di Pabrik, harus dilunasi cukainya
dan dikeluarkan oleh Pengusaha Pabrik ke
Tempat Usaha Penyalur atau Tempat
Penjualan Eceran;

2. yang sudah dilunasi cukainya yang masih
berada di Tempat Usaha Importir, harus
dikeluarkan oleh Importir ke Tempat Usaha
Importir lainnya, Tempat Usaha Penyalur,
atau Tempat Penjualan Eceran;

3. yang sudah dilunasi cukainya yang masih
berada di Tempat Usaha Penyalur, harus
dikeluarkan oleh Penyalur ke Tempat Usaha
Penyalur lainnya atau Tempat Penjualan
Eceran;

4. yang sudah dilunasi cukainya yang masih
berada di Tempat Penjualan Eceran, harus
dikeluarkan  oleh Pengusaha  Tempat
Penjualan Eceran ke Tempat Penjualan
Eceran lainnya,

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

keputusan pencabutan NPPBKC.

terhadap barang kena cukai selain etil alkohol

dan selain minuman mengandung etil alkohol:

1. yang belum dilunasi cukainya yang masih
berada di Pabrik, harus dilunasi cukainya
dan dikeluarkan dari Pabrik paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan

pencabutan NPPBKC; atau
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2. yang sudah dilunasi cukainya yang masih
berada di Tempat Usaha Importir, dapat
dipindahkan ke peredaran bebas atau tetap
disimpan di Tempat Usaha Importir
bersangkutan.

(2) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c
angka 1 dapat dilakukan oleh Pengusaha Barang Kena

- Cukail atau dengan cara pelelangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelesaian barang kena cukai yang dirampas untuk
negara atau yang dikuasai negara dan hasilnya untuk
melunasi cukai.

(3) Dalam hal kewajiban melunasi Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1,
huruf b angka 1, dan huruf ¢ angka 1 tidak dipenuhi,
barang kena cukai dimusnahkan oleh Pengusaha
Barang Kena Cukai di bawah pengawasan Pejabat Bea
dan Cukai.

(4) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai tidak
mengindahkan batas waktu pemusnahan yang
ditentukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai, Pejabat
Bea dan Cukai dapat melaksanakan pemusnahan
barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) atas biaya Pengusaha Barang Kena Cukai.

(5) Dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai dinyatakan
pailit, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibebankan kepada kurator.

: 8
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Database Pengusaha Barang Kena Cukai

Pasal 64

(1) Pejabat Bea dan Cukai menyusun database
Pengusaha Barang Kena Cukai.

(2) Database Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data
yang terdapat pada:

a. permohonan NPPBKC;

b. data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;

c. keputusan pemberian NPPBKC;

d. keputusan pemberian NPPBKC atas permohonan
perpanjangan NPPBBKC;

e. - keputusan perubahan NPPBKC;

f.  pemberitahuan - perubahan data yang
disampaikan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai;

g. data perpajakan yang diperoleh dari Direktorat
Jenderal Pajak; dan/atau

h. dokumen lainnya yang berisi informasi
Pengusaha Barang Kena Cukai yang diperoleh
oleh Pejabat Bea dan Cukai.

(3) Database Pengusaha Barang Kena Cukai paling sedikit
memuat:

a. NPPBKC;
b. nama dan alamat Pengusaha Barang Kena Cukai;
c. alamat lokasi atau tempat usaha;
d. data identitas Pengusaha Barang Kena Cukai
yang diperoleh dari data wajib pajak;
e. data mesin yang digunakan untuk membuat
dan/atau mengemas barang kena cukai;
f. data penyalur yang langsung membeli barang
kena cukai dari Pengusaha Pabrik; (ﬂ !
g. data tempat usaha barang kena cukai; 'ff ‘
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h. data kegiatan operasional dan transaksi yang
berkaitan dengan kegiatan Pengusaha Barang

Kena Cukai; dan

1. data pelanggaran Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 65

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat
Jenderal Pajak dan/atau instansi pemerintah lainnya
dapat memanfaatkan database Pengusaha Barang
Kena Cukai untuk kepentingan pelaksanaan tugas
dan fungsinya masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat
Jenderal Pajak, dan/atau instansi pemerintah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas keamanan dan kerahasiaan database

Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 66
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi pemerintah
yang membidangi perpajakan, dan/atau instansi
pemerintah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 menjamin ketersediaan, kemutakhiran, dan integritas

data; Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 67
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal
Pajak, dan/atau instansi pemerintah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan
penyediaan, pemutakhiran, validasi, dan pemanfaatan

database Pengusaha Barang Kena Cukai.

-

Mﬁ
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Bagian kedua

Manajemen Risiko, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 68

(1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan dan
pengawasan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai
secara proporsional dengan menerapkan manajemen
risiko.

(2) Pejabat Bea dan Cukai menerapkan manajemen risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai.

(3) Pejabat Bea dan Cukai membuat dan menyusun profil
risiko Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan database
Pengusaha Barang Kena Cukai.

(4) Berdasarkan profil risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai menetapkan atau
mengkategorikan profil risiko Pengusaha Barang Kena

Cukai secara berjenjang.

Pasal 69

Pejabat Bea dan Cukai menaikkan risiko Pengusaha

Barang Kena Cukai dalam hal Pengusaha Barang Kena

Cukai:

a. tidak memasang tanda nama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29;

b. tidak memasang piagam NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30;

c. tidak menyediakan ruangan, tempat, sarana
kerja, dan/atau fasilitas kerja yang layak bagi
Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi
pelayanan dan  pengawasan = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31;

d. tidak melaksanakan kewajiban melakukan
perubahan NPPBKC sebagaimana diatur dalam

Pasal 32 ayat (1); m‘

j
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e. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan
pemberitahuan perubahan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);

f. tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3);

g. tidak menyampaikan pemberitahuan jenis barang
yang merupakan produk sampingan (by product)
dari pembuatan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40;

h. tidak melaksanakan kewajiban mendapatkan
persetujuan memproduksi secara terpadu barang
lain yang bukan merupakan barang kena cukai
atau menghasilkan barang lainnya yang bukan
barang kena cukai di Pabrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

i. tidak melaksanakan kewajiban mendapatkan
persetujuan menjalankan kegiatan di tempat
selain yang telah disebutkan dalam keputusan
NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1);

j. menyampaikan data yang tidak benar atau tidak

sesuai dengan data yang sebenarnya,;

k. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa
Pengusaha Barang Kena Cukai melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai; dan/atau

1. Pengusaha Barang Kena Cukai berada dalam
pengawasan  kurator sehubungan  dengan

utangnya.

Pasal 70
Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan kegiatan
pengawasan, monitoring, pemeriksaan, dan/atau
penelitian terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai

dan/atau tempat usaha barang kena cukai.

n

]
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pemeriksaan atau penelitian administrasi
dan/atau pemeriksaan atau penelitian lapangan.

(3) Pemeriksaan atau penelitian administrasi dan/atau
pemeriksaan atau penelitian lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan
berkesinambungan.

(4) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan atau
penelitian lapangan dengan mengunjungi tempat
usaha barang kena cukai berdasarkan surat tugas

dari Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 71
(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan evaluasi terhadap
data yang terdapat pada database Pengusaha Barang

Kena Cukai.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan untuk:
a. menaikkan atau menurunkan risiko Pengusaha
Barang Kena Cukai; dan
b. melakukan pembinaan kepada Pengusaha Barang

Kena Cukai.

Pasal 72
Tata cara penetapan, monitoring, dan evaluasi profil risiko
Pengusaha Barang Kena Cukai, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 73
(1) Orang atau Pengusaha Barang Kena Cukai
menyampaikan:
a. permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat
(1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 41
ayat (2), Pasal 45 ayat (2);

"
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b. data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf c¢; dan/atau

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 40 ayat
(1),

secara elektronik.

(2) Dalam hal sarana penyampaiaﬁ permohonan, data
registrasi, dan/atau pemberitahuan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia
atau mengalami gangguan, permohonan, data
registrasi, dan/atau pemberitahuan disampaikan

dalam bentuk tulisan di atas formulir.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. terhadap permohonan untuk mendapatkan NPPBKC
yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini dan belum mendapat keputusan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan
Menterti ini. '

2. terhadap Pengusaha Pabrik yang telah mendapatkan
NPPBKC berdasarkan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha
Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .
201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian,

Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha

P
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Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha
Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung
Etil Alkohol; atau

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran Etil Alkohol sebégaimana telah diubah
dengan Peraturan -Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.04/2015 (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 337),

wajib menyerahkan daftar mesin yang digunakan

untuk membuat dan/atau mengemas barang kena

cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf ¢ angka 3 dan/atau daftar penyalur yang

langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha

Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf ¢ angka 4, paling lama 3 (tiga) bulan sejak

Peraturan Menteri ini diberlakukan.

terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai yang telah

mendapatkan NPPBKC berdasarkan: _

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
200/PMK.04 /2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha
Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha
Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha
Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung

Etil Alkohol; atau

.
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c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor -Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha
Pabrik, @ Pengusaha Tempat Penyimpanan,
Impoftir, dan Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran Etil Alkohol sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.04/2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 337),

diberikan = NPPBKC baru tanpa  mengajukan

permohonan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

Peraturan Menteri ini diberlakukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian,

Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan
Importir Hasil Tembakau;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

201 /PMK.04 /2008 tentang Tata Cara Pemberian,

Pembekuan, dan Pencaibutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir,
Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran
Minuman Mengandung Etil Alkohol; dan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

202 /PMK.04 /2008 tentang Tata Cara Pemberian,

Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik,
Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan
Pengusaha Tempat' Penjualan Eceran Etil Alkohol

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri m .

[
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Keuangan Nomor 32/PMK.04/2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 337),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

f (
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 /PMK.04/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI

A. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH .......... (1).eeennnnns
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
PP (1) PO
JALAN .......... (3)eeuvennnns

.......... (4)eeieiis i (D) e
ATAS NAMA .......... (6)eeerenenen
NOMOR: .......... (7)eeeneennnn

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai .......... (2)eenenene. Nomor .......... (8)eervnnnns Tanggal .......... (1) P , kami:

1. Nama .. (10)..........

NIP D (11).enenenn.

Pangkat/golongan D (12)..........

Jabatan D (13)..........

2. Nama D eeeeeens (10)..........

NIP D (11).cnenn.nn.

Pangkat/golongan D (12)..........

Jabatan D (13)..........

3. dst.

Pada hari .......... (14)........... tanggal .......... (19).cennnnene. bulan .......... (16)...........
tahun .......... (17)eenenenen. , telah melakukan pemeriksaan lokasi yang akan
digunakan sebagai .......... (4)eeeiniiis e, (8)eevennnenn atas nama .......... () PP
yang beralamat di .......... (18)........... atas permohonan .......... (19)........... nomor
.......... (20)........... tanggal ..........(2]1)...........,

Pada pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut:

1. luas tanah atau area lokasi .......... (22).enennn.n. meter persegi.
2. luas bangunan .......... (23).enenenen. meter persegi.

3. batas-batas lokasi:

Utara D (24)..........

Selatan D (24)..........

Timur U (24)..........

Barat D, (24).......... i M .
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4. koordinat/geolokasi : .......... (25).uennn.n.

Bangunan tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian yang dimintakan izin.

Bangunan tidak berhubungan langsung dengan rumabh tinggal.

7. Bangunan berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

i

o

Kesimpulan:

Lokasi bangunan yang akan digunakan sebagai .......... (D)eeennenns ,
.......... (26)........... persyaratan yang ditetapkan. Bersama berita acara
pemeriksaaan lokasi ini, terlampir gambar denah situasi sekitar lokasi, bangunan,
atau tempat usaha dan gambar denah dalam lokasi .......... 4)..........
.......... (S5).......... atas nama ..........(6)...........

Mengetahui, Pemeriksa I,

Pemohon

Pemeriksa II,

dst.

.
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Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :
Nomor (11) :
Nomor (12) :
Nomor (13) :
Nomor (14) :
Nomor (195) :
Nomor (16) :

Nomor (17) :
Nomor (18) :

Nomor (19) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

Diisi dengan tipe dan nama Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya “ Tipe Madya Pabean C
Manado”.

Diisi dengan alamat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Bea dan Cukai.

Diisi dengan jenis lokasi kegiatan usaha, misalnya pabrik,
tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya PT
Cukai.

Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan nomor surat tugas pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal surat tugas pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan
pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan
Cukai yang melakukan pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pejabat Bea dan Cukai
yang melakukan pemeriksaan Lokasi.

Diisi dengan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang
melakukan pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan hari dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan lokasi.
Diisi dengan bulan dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tahun dilakukannya pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama orang yang mengajukan permohonan. m
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Nomor (20) :
Nomor (21) :

Nomor (22) :
Nomor (23) :
Nomor (24) :
Nomor (25) :

Nomor (26) :
Nomor (27) :

Nomor (28) :
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Diisi dengan nomor-surat permohonan pemeriksaan lokasi.

Diisi dengan tanggal surat permohonan pemeriksaan
lokasi.

Diisi dengan luas tanah lokasi yang diperiksa.

Diisi dengan luas bangunan lokasi yang diperiksa.

Diisi dengan batas-batas lokasi.

Diisi dengan titik koordinat/geolokasi pada pintu utama
untuk memasuki lokasi, misalnya titik koordinat PT Cukai
adalah (-6.2063198,106.8762640);

Diisi dengan “memenuhi” atau “tidak memenuhi”.

Diisi dengan nama kota tempat pembuatan berita acara
pemeriksaan lokasi

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tempat pémbuatan

berita acara pemeriksaan lokasi.

P
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.FORMAT PERMOHONAN NPPBKC

Nomor e ()eeeinennnnen.

Lampiran : ........... ()

Perihal :  Permohonan Mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai .......... () T
di (6)enennnnn.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama L eeeeeeeaens (7)eeeeeiniannnne. ;
pekerjaan/jabatan : ................ (8)eeeeiininnnnnn ;
alamat D e () T ;
nomor telepon D e (10)eeninnnnne.n. ;
alamat posel (e-mail) : ............... (11)eeenennnenn. ;

Bertindak atas nama:

nama pemilik D e, (052) PO ;
alamat pemilik e, (13)eeeeeninnnnn. ;
NPWP pemilik D e, (14).cceennn.... ;
nomor telepon L e, (15).eeeininennnnn. ;
alamat posel (e-mail) : ............... (16)eeeninenen.e.
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sebagai
.......... (3).......... Barang Kena Cukai Berupa ..........(4).......... dengan

rincian sebagai berikut:

1. Perusahaan:

a. nama D e (17)eeeeeiienninnns ;
b. alamat T e (18).eeeninnnene. ;
c. NPWP L e, (19).ieiennnnen.. ;
d. nomor telepon L e [(210) FUTTTRN ;
e. alamat posel (e-mail): ............... (21)cceiiniinnnn.

2. Lokasi Pabrik/Tempat Penyimpanan/Tempat Usaha Importir/Tempat
Usaha Penyalur/Tempat Penjualan Eceran®):

a. Lokasil:

1) kegunaan TP (22).cinininnnne. ;

2) alamat L e, [12) I ;

3) kelurahan/desa L e (24)....... RT/RW...... (25)....... ;
'4)  kecamatan D e (215 T ; _
5)  kabupaten/kota D e (27) it ;

6) provinsi D e (28).eieiininene. ;

7)  koordinat/geolokasi : ............... (29)ceiniinennnnn.

!
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b. Lokasi 2:
1) kegunaan e (22).cieiiiinnnns ;
2) alamat i (23).ceiiiinennnn. ;
3) kelurahan/desa L e, (24).......... RT/RW...... (295)....... ;
4) kecamatan L e (26).cuenenennnn.n. ;
S5) kabupaten/kota P (27) i, ;
6) provinsi e (28).ceneiiennenn. ;
7)  koordinat/geolokasi : ............... (29)ceiiiiiinnnee.
c. dst.

Izin usaha dari instansi terkait:

a. jenis izin e [(C10) FUTUTTURTIIN ;
b. nomor e, (B1)eeueennnnnes ;
c. tanggal e (32)ceeiiiiiiiinnnnn

Luas lokasi, luas bangunan, dan batas-batas lokasi yang akan dijadikan
tempat usaha sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan lokasi
nomor .......... (33)euennnnn tanggal .......... (34).cceennnnnn

Lampiran-lampiran:

a. berita acara pemeriksaan lokasi;

b. salinan/fotokopi izin usaha dari instansi terkait;

c. daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas
barang kena cukai telah dimiliki (khusus untuk pabrik);

d. daftar penyalur tingkat pertama (khusus untuk pabrik hasil
tembakau); dan ‘

e. lampiran lainnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di ............... (3S)eeeiiiiinnnnn. ;
pada tanggal

............... (615 PP
Pemohon,

Materai

............... (7).

*) Pilih yang diperlukan

(

T
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat yang dibuat oleh pemohon.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan,
misalnya satu berkas.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Nomor (4) Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Nomor (5) : Diisi dengan nama kantor tempat pengajuan permohonan
NPPBKC, misalnya “Manado”.

Nomor (6) : Diisi dengan nama kota Kantor Bea dan Cukai tempat

pengajuan permohonan NPPBKC, misalnya “Manado”.

Nomor (7) : Diisi dengan nama lengkap orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat lengkap orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC.

Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon orang yang mengajukan
permohonan NPPBKC.

Nomor (11) : Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik

orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.

Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap pemilik perusahaan yang
bersangkutan. ‘

Nomor (13) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik perusahaan yang
bersangkutan.

Nomor (14) : Diisi dengan  NPWP  pemilik  perusahaan  yang
bersangkutan.

Nomor (195) : Diisi dengan nomor telepon pemilik perusahaan yang
bersangkutan. |

Nomor (16) : Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik

pemilik perusahaan yang bersangkutan.
Nomor (17) : Diisi dengan nama perusahaan yang dimintakan izin w

berupa NPPBKC.
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Nomor (18) :

Nomor (19) :

Nomor (20) :

Nomor (21) :

Nomor (22) :

Nomor (23) :
Nomor (24) :

Nomor (295) :

Nomor (26) :
Nomor (27) :

- Nomor (28) :
Nomor (29) :

Nomor (30) :
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Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang dimintakan
izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan NPWP perusahaan yang dimintakan izin
berupa NPPBKC.

Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang dimintakan
izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan alamat posel (e-mail) atau surat elektonik
perusahaan yang dimintakan izin berupa NPPBKC.

Diisi dengan kegunaan lokasi bangunan, ruangan, tempat,
pekarangan, dan/atau tangki atau wadah lainnya,
misalnya “membuat barang kena cukai”’, “mengemas
barang kena cukai’, “menyimpan bahan baku atau bahan
penolong”, “menimbun barang kena cukai yang selesai
dibuat”, dan/atau “menimbun barang kena cukai yang
sudah dilunasi cukainya”.

Diisi dengan nama jalan-dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan nama kelurahan/desa dari lokasi/tempat
usaha.

Diisi dengan angka yang menunjukkan RT dan RW dari
lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan nama kecamatan dari lokasi/tempat usaha.
Diisi dengan nama kabupaten/kota dari lokasi/tempat
usaha.

Diisi dengan nama provinsi dari lokasi/tempat usaha.

Diisi dengan titik koordinat/geolokasi pada pintu utama
untuk memasuki lokasi/tempat usaha, misalnya titik
koordinat adalah “(-6.2063198,106.8762640)”.

Diisi dengan nama dokumen:

izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal
NPPBKC

Pengusaha Pabrik, misalnya “Izin Usaha Industri” atau;

Orang mengajukan permohonan sebagai

izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang
pariwisata, dalam hal Orang mengajukan permohonan

NPPBKC

perdagangan, penanaman modal, atau

sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan,
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Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran, misalnya “Surat Izin Usaha Perdagangan”.

Nomor (31) : Diisi dengan nomor izin usaha dari instansi terkait dari
dokumen yang diisikan pada Nomor (30);

Nomor (32) : Diisi dengan tanggal izin usaha dari instansi terkait dari

dokumen yang diisikan pada Nomor (30);

Nomor (33) : Diisi dengan nomor berita acara pemeriksaan lokasi.

Nomor (34) : Diisi dengan tanggal berita acara pemeriksaan lokasi.
Nomor (395) : Diisi dengan nama kota permohonan NPPBKC dibuat.
Nomor (36) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan

NPPBKC dibuat.

{

T
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B.1. DAFTAR MESIN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT DAN/ATAU
MENGEMAS BARANG KENA CUKAI TELAH DIMILIKI

(KHUSUS UNTUK PABRIK)

Nomor Tahun Status Kapasitas
No. Jenis | Merek Tipe Mesin Pembu | Penguasa T .p Keterangan
atan an erpasang
1. | @) | (@) | (D) | -(6). (7) ..... (8)eee | . ] P (10).....
2. | @) | (@) | (5)n | -(6). (7) ..... () ©)eeee | (10).....
230 @) | @) | (B)en | (6. (7) ..... 8)eeee | e ) T (10).....
dst. | o.(3)eee | cc(@)orn | o a(5)on | .o(6)... (7) ..... 8)eeeee | e ©)ees | e (10).....
Dibuatdi ............... (11)eeneninnnne. ;
pada tanggal
............... (12)eeieninninins
Pemohon,
Materai
............... (13)eeeineennnns

Ul_f

|
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Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor ()
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :
Nomor (11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat oleh
pemohon.

Diisi dengan jenis mesin yang telah dimiliki, misalnyva
mesin pencampur, mesin pelinting, mesin pengemas.

Diisi dengan merek mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan tipe mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan nomor mesin yang telah dimiliki.

Diisi dengan tahun pembuatan mesin yang telah dimiliki.
Diisi dengan status penguasaan mesin yang telah dimilikli,
misalnya milik sendiri, sewa, dsb.

Diisi dengan kapasitas terpasang mesin yang telah dimiliki.
Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan.

Diisi dengan nama kota lampiran permohonan NPPBKC
dibuat.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lampiran
permohonan NPPBKC dibuat.

Diisi dengan nama lengkap orang yang mengajukan

lampiran permohonan NPPBKC.

0y

[
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DARI PENGUSAHA PABRIK

(KHUSUS UNTUK PABRIK HASIL TEMBAKAU)

Pemohon,

Materai

Nama NPWP , o
No. Alamat Keterangan
Penyalur Penyalur
. | ... (3)eeeee | ens [ P I (S)eveeeee | il (6).....
2. | ... ( 3) .......... (3 P (S)eeeeenn |l (6).....
3. | ... (3)eeeee | e [ T I (5)eeeeeen |l (6).....
dst. | ..... B)eeeee | eeeee [ P I (S)eveen | il (6).....
Dibuatdi ............... (7)eeeeinennnans ;
pada tanggal ............... (8)ereeinenennen.

b
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,

“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat oleh
pemohon.

Nomor (3) : Diisi dengan nama penyalur.

Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penyalur.

Nomor (S5) Diisi dengan alamat lengkap penyalur.

Nomor (6) : Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama kota lampiran permohonan NPPBKC
dibuat.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lampiran

permohonan NPPBKC dibuat.
Nomor (9) : Diisi dengan nama lengkap orang yang membuat lampiran

permohonan NPPBKC.

&
(
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C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR ...ovevereen. (1)erereeerenenenn,
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
) T <) KEPADA .......... (@), DI |
................ )

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai
........ (2)eeeeiiins veeeeeni(3).nenenen.., telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.04/2018 tentang Tata Cara
Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. bahwa ............ G P telah menyampaikan permohonan
dengan nomor ........... (0)eennennens tanggal ....... (7)eeeeennnnen dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang cukai mengenai Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
sebagai ........ (2)eeeiiies e, (3)eeeenenen. , Kepada ...... (4)eenenen. di

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor. 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan, Normor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI ........ (2)eeeene. -
........ (3).eveene.. KEPADA ....cc()eeeeer. DI oo (S) e, (‘1

[
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PERTAMA :  Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

sebagai ........ 17 I (B)euennnnnn dengan rincian:

1. NPPBKC D e, (8)eeevienannnne.

2 nama perusahaan L e, [ I

3 alamat perusahaan L e (9)eneininennns

4 NPWP perusahaan L e (10)eeeenennn...

S. nama pemilik D e (11).eeenenenen

6 alamat pemilik D ceeen(12)eninnn,

7 NPWP pemilik A (13)ceeennnnn.

8 lokasi M (14)..c..ceene
2. (14)............
3. dst

0. kantor yang mengawasi L e (19)eeieenennnnns

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

KEDUA e (2)eeieiene e (3)eennenenn. sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal ........ (2)eeeiens e, (3)eenenene. sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang
berlaku. .

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali
apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku .......... (16)...........

1 e, (17) e
2. e (1),
3. e (1),

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (18).........
pada tanggal ........... (19).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (20)........
..................... (21)eiiiiiiiiiiieene
..................... (22) i,

'
i
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Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
NPPBKC.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang diberikan NPPBKC.

Diisi dengan nomor surat permohonan NPPBKC.

Diisi dengan tanggal surat permohonan NPPBKC.

Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan
administrasi pemenuhan Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran merupakan orang pribadi).

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau

tempat penjualan eceran.

i
Y
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Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :

Nomor (195) :

Nomor (16) :

Nomor (17) :
Nomor (18) :
Nomor (19) :
Nomor (20) :

Nomor (21) :

Nomor (22) :
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Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat

penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha impprtir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Malang”.

Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, atau importir, masih melakukan
kegiatan usahanya. Misalnya, “berlaku selama
pengusaha pabrik masih melakukan kegiatan
usahanya”;

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi penyalur, dan

tempat penjualan eceran, misalnya

Maret 2018,

pengusaha

ditetapkan pada tanggal 31 maka
“berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023”.

Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.

Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.

Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani

keputusan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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D. FORMAT PIAGAM NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

(NPPBKC)

SEBAGAI ..... (1)eeenene e 2).......

...................... ()i
Diberikan kepada :
1. Nama Perusahaan D [ PR
2. Alamat Perusahaan D [(5) T
3. NPWP Perusahaan D () I
4. Nama Pemilik e (7)eeeeeineenans
5. Alamat Pemilik D (8)eueeaeannnnn.
6. NPWP Pemilik e () PO
7. Lokasi e (10).............
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi D (11).eenennen
NPPBKC ini berlaku ............ (12).ceieininnene. , dengan ketentuan wajib mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

;
t
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Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor ()

Nomor ()

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan nama pabrik, tempat p.enyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan
administrasi pemenuhan Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
NPPBKC.

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap masing-masing lokasi pabrik,
tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
NPPBKC.

Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Malang”;

(!

(
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Nomor (12) : Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, atau importir, masih melakukan
kegiatan usahanya. Misalnya berlaku selama
pengusaha pabrik masih melakukan kegiatan
usahanya;

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi penyalur, dan
pengusaha tempat penjualan eceran, misalnya
ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2018, maka berlaku
sampai dengan 31 Maret 2023.

Nomor (13) : Diisi dengan nama kota dimana NPPBKC diterbitkan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal NPPBKC diterbitkan.
Nomor (15) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan NPPBKC,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (16) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
NPPBKC, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai
peraturan perundang-undangan untuk menandatangani
NPPBKC.

Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang
menandatangani NPPBKC, atau pejabat yang diberi
wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk

menandatangani NPPBKC.

@_
(
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E. SIMULASI PENOMORAN NPPBKC
SIMULASI PENOMORAN NPPBKC

Penomoran NPPBKC terdiri dari NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai
yang bersangkutan, kode Kantor Bea dan Cukai dan/atau Nomor Induk
Berusaha. NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai yang digunakan adalah
NPWP kantor pusat Pengusaha Barang Kena Cukai, dengan contoh sebagai
berikut:

1. KPPBC A menerima permohonan untuk memperoleh NPPBKC dari PT AA.

KPPBC A menyetujui permohonan tersebut, sehingga diberikan

penomoran sebagai berikut:

XX XXX . XXX.X- + XXXXXX + @ XoO0Dxxx = XXXXXXXXX-XXXXXX-
XXX. XXX b[9,9,9,9.0,0,0.0.4
NPWP Kode Nomor NPPBKC

Kantor Induk
Bea Berusaha
dan
Cukai

2. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menerima permohonan untuk
memperoleh NPPBKC dari PT AA, dengan rincian:
a. PT AA memiliki NPWP dengan nomor 11.222.333.4-555.666;
b. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus memiliki kode kantor 060300;
dan/atau
c. Nomor Induk Berusaha untuk PT AA adalah 123456789 (dalam hal
sudah diterapkan)
KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menyetujui permohonan tersebut,
sehingga diberikan penomoran sebagai berikut:

11.222.333.4 + 060300 + 123456789 = 112223334-060300-
123456789
NPWP Kode Nomor Induk NPPBKC
Kantor Berusaha
Bea dan
Cukai u‘
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F. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN NPPBKC ATAS PERMOHONAN
PERPANJANGAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa ... (4)eeeeannnnn. telah memiliki NPPBKC sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ () ;
b. bahwa ............ (A)eeeinennnnn. telah menyampaikan permohonan
perpanjangan dengan Nomor  ........... (7)eeneenene. tanggal
....... (8)........... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai
mengenai NPPBKC,;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Sebagai ........ (2)eereiens e (3)eeenennnn. , Kepada ...... 4)........ di
......... (5)ieviiins;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)eeiiiieees veeeeena(3)enenen... KEPADA ....(4)........ DI ......(5).........

PERTAMA . Memberikan Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena

dimaksud dalam .......... () T dengan rincian: (qt

T
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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1. NPPBKC Do, () R
2. nama perusahaan D, (G PR
3. alamat perusahaan D e (10).ceenenenen.
4. NPWP perusahaan D e (11).eninenenens
S. nama pemilik D (12)eeeennnnene.
0. alamat pemilik D e (13)ceenenennnnns
7.  NPWP pemilik D e (14).ccenenennnn.
8. lokasi S D (15).euennnens
2. (1S).cuennennen.
3. dst
0. kantor pelayanan yang mengawasi  : ............. (16).ceenennenen.

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

........ (2)eeeeeevees veeeeer(3).......... sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ........ (2)eeeiiiines e (3)eenennnen sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang
berlaku.

NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali
apabila dipandang perlu.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
..... (17)..... dan berlaku sampai dengan tanggal.....(18)......

1o oo, (19).eeeeenn..
2. e, (19).ceeeeeennn
30 e, (19). e,

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (20).........

pada tanggal ........... (21).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (22)........

..................... (23) e

..................... (24) e

[

"
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Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor ()

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.
Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC

Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan
NPPBKC.

Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan
NPPBKC.

Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan
administrasi pemenuhan Undang-Undang.

Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
perpanjangan NPPBKC.

Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, témpat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau

tempat penjualan eceran.

i
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Nomor (15) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Nomor (16) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Cukai Malang”.

Nomor (17) : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya Keputusan, yaitu
tanggal setelah berakhirnya Keputusan lama. Misalnya
Keputusan lama berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret
2018, maka Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal “O1 April 2018”.

Nomor (18) : Diisi dengan masa berlaku Keputusan:

1. selama pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, atau importir, masih melakukan
kegiatan usahanya, bagi pabrik, tempat penyimpanan,
dan importir. Misalnya berlaku selama pabrik masih
melakukan kegiatan usahanya;

2. tanggal berakhirnya keputusan, bagi penyalur, dan
pengusaha tempat penjualan eceran, misalnya
ditetapkan pada tanggal 31 maret 2018, maka berlaku
sampai dengan tanggal “31 Maret 2023”.

Nomor (19) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Nomor (20) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (22) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (23) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.
Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.
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G. CONTOH TANDA NAMA PABRIK ATAU TEMPAT PENYIMPANAN

120 cm

Y ¢ 1

60cm

CONTOH:

PABRIK HASIL TEMBAKAU
NPPBKC : 112223334-060300-123456789

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 31, RT 01 RW 02,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
® Provinsi DKI Jakarta &

f,w\
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, atau
tempat usaha importir.

Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pabrik, tempat
penyimpanan, atau tempat usaha importir.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil all-iohol”, atau “etil alkohol”.

Nomor (4) Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,

atau tempat usaha importir.

f

(
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H. FORMAT KEPUTUSAN PERUBAHAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)eveeeeees eveeeei(3)eeveee.. KEPADA .ooo(@) e DL oo (5) e

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa ....... 4)......... telah menyampaikan  permohonan
perubahan  NPPBKC dengan nomor ...(6)...... tanggal
........ (7)............ dengan melampirkan persyaratan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
mengenai NPPBKC;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai sebagai

........ (12 P v (B)eeeens kepada ..........(4)........ di
......... (O)eeeenenenss
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI ........ (2)eeeininns
........ (3)eeeeven... KEPADA .....(4).cccco.... DI oot i(S) e,
PERTAMA - Mengubah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
sebagai ........ (17 R (B)eerernenen sebagaimana dimaksud dalam
.......... (8)........... dengan data-data sebagai berikut
1. NPPBKC D e () P
2. nama perusahaan Do 4)eieennnnn.
3. alamat perusahaan T e (10)..cenenn.n..
4., NPWP perusahaan T eeeieeeens (11).eeeninninn m
: u
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S. nama pemilik L e (12).eeennnnnn.

6. alamat pemilik P (13)eeeeininenens

7. NPWP pemilik L e (14)..cceeennn.

8. lokasi A D (15).ueuennenen.
20 (19).cueenennen.
3. dst

9. kantor yang mengawasi D e, (16).cuenannen.

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

KEDUA s (2)eeieiiee v (3)eeeennenen sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA wajib memenuhi peraturam perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal ........ (2)eeeeees e, (3)eeenennen sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTMA tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat
dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1o oo, (1)
2. e (1)
3. e (1),

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (18).........

pada tanggal ........... (19).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (20)........

..................... (21)ieiiiiiiiiiiennes

..................... (22)iiiiiiiiiiienn,
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan

Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,’
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang diberikan
perubahan NPPBKC.

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat

penjualan eceran yang diberikan perpanjangan NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan
NPPBKC.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan
NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC.

Nomor (9) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,

tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran, yang menyelenggarakan
administrasi pemenuhan Undang-Undang.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran merupakan orang pribadi).

Nomor (12) : Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau

-

tempat penjualan eceran. w
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Nomor (13) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Nomor (195) : Diisi dengan alamat lengkap semua lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Nomor (16) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau temlpat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Malang”.

Nomor (17) : Diisi dengan pihak yang mendapatkan salinan keputusan
Nomor (18) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (19) : Diisi dengan tanggal keputuéan ditetapkan.

Nomor (20) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (21) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.
Nomor (22) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

-
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L FORMAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)eeeeeeee eevee(3)eevere. ATAS NAMA......(@)eeeeee. DI eeeeoi(5) e

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ (4)..cnennn. di
........ (S)..ceee.. telah ool (B)ennnnennnl

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai sebagai

........ 2)eeeeieeees ceeeeeii(3)eeeeen... atas nama  ..........(d)........ di
......... (5] FRTT
Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI ........ (2)eneenennn
........ (3).eeeee... ATAS NAMA .....(4)eeeeeeee. DL e i(S) e
PERTAMA :  Membekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
........ (2)eeeeeees eeeeeini(8)eenen.....  sebagaimana dimaksud dalam
.......... (7)........... dengan data-data sebagai berikut:
1 NPPBKC D e (3) PO
2 nama perusahaan P (4) e
3. alamat perusahaan T () T
4. NPWP perusahaan D e (10)enennnnn....
S nama pemilik D e (11)enenenn..e.
6 alamat pemilik L e (12).eeeeeenennns ‘q,
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7.  NPWP pemilik T (13)ciiiiiies .
8. lokasi 1. ... (14)..ceeenenen.
2. e (14)............
3. dst
9. kantor yang mengawasi . D e (19).eeeenennnnn
KEDUA : Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA, ........ (2)eneninins s (3)eeeennnen. tidak diperbolehkan

menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai tanpa mengurangi
kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.

KETIGA :  Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. oo, (16).eeeeeennnn
2. e, (16).eeereeiann
< T (16).eeeeeeeanennn

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (17).........

pada tanggal ........... (18).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (19)........

..................... [(210) FOTTTTRR

..................... (2§ P

al
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.

Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan. nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
dibekukan.

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang NPPBKC dibekukan.

Nomor (6) : Diisi dengan alasan pembekuan NPPBKC sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang cukai

Nomor (7) : Diisi dengan keputusan mengenai pemberian NPPBKC
Nomor (8) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,

tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran yang NPPBKC dibekukan.

Nomor (10) : Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran merupakan orang pribadi).

Nomor (11) : Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat wusaha importir, tempat ‘usaha

penyalur, atau tempat penjualan eceran. “

I
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Nomor (13) : Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
dibekukan.

Nomor (14) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Malang”.

Nomor (195) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Nomor (16) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (19) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.
Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

!
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J. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUKAN KEMBALI NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI ........ ] [ (3) v ATAS NAMA ....(4).... DI ....(5).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ....... 4)....n.... di
........ (5)..ceveen. telah oo (6)ennenent; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pemberlakuan Kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang kena

Cukai sebagai ........ (52 P (3)eeernnnnn atas nama
.......... (4)eeeeeadiceiiicii(S)enninninis;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN
KEMBALI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI ........ (2)eeeniies v, (3)eevenenen. ATAS NAMA .......... (4)enennnnnen
DI ......... (5)...

PERTAMA :  Memberlakukan kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) sebagai ........ (12 (3)eeinnnns sebagaimana
dimaksud dalam .......... (7)eennnnnn. dengan data-data sebagai berikut:

1. NPPBKC e () P
2. nama perusahaan T e (3 P
3. alamat perusahaan ol (9)eivninnnn..
4. NPWP perusahaan D e (10).eunenn....
S. nama pemilik D e (11)eeennns
6. alamat pemilik R (12)enennenn. w .
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7.  NPWP pemilik SRR (13)eeeeennn..
8. lokasi D D (14).cenennes
2. (14)...ceneene..
3. dst
) kantor yang mengawasi D e (15)eeenennnne.
KEDUA :  Dengan diberlakukannya kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA, ........(2)cceeeeen coinen. (5] dapat
menjalankan kembali kegiatan usaha di bidang cukai.
KETIGA :  Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1o e, (16,
2. e (16,
3. e, (16,

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (17).........

pada tanggal ........... (18).........

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (19)........

..................... (20)uiiiiiiiiiiennnes

..................... (21)eiiiiiiiiiienns

"

t6*’(
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.

Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil

- tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Nomor (4) : Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
diberlakukan kembali.

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang NPPBKC diberlakukan kembali.

Nomor (6) : Diisi dengan alasan pemberlakuan kembali NPPBKC sesuai

peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Nomor (7) : Diisi dengan keputusan mengenai pembekuan NPPBKC.
Nomor (8) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,

tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran yang NPPBKC diberlakukan
kembali.

Nomor (10) : Diisi dengan NPWP pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
diberlakukan kembali.

Nomor (11) : Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Nomor (13) : Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat

penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha m
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penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
diberlakukan kembali.

Nomor (15) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnva “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Malang”.

Nomor (16) : Diisi dengan pihak yang medapat salinan keputusan.
Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (20) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.
Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

'
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K. FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN NPPBKC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)eeeeeveees cveeeei(3)eeeee. ATAS NAMA......(#)ecoceo. DI oo (5) e

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa pemegang NPPBKC atas nama ........ 4)..cn..... di
........ (5)......... telah ........(0)...........;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai sebagai

........ 2] PP (< ) IR atas nama ..........(4)........ di
......... (5)eeiviininns;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok

' Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2018 tentang
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
........ (2)eeeieees veeeeer(3)eveene.... ATAS NAMA .....(4).......... DI
....... (S)eereenenen.

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
sebagai ........ (2)eeiiiien e (3)eennnnnnn. sebagaimana dimaksud dalam
.......... (7)........... dengan data-data sebagai berikut
1 NPPBKC P () P
2 nama perusahaan Lo e 3 I
3. alamat perusahaan ' D s (9).eeniannnn.
4. NPWP perusahaan R (10).eenennnnen..
S nama pemilik L e (11)eenennne.
6 alamat pemilik Do (52) TR
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7. NPWP pemilik D e (13).eininennns
8. lokasi S PR (14)....c.c.....
2. (14).ccennenen.
3. dst
9. kantor yang mengawasi D e (15).eenenennn.
KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA, maka terhadap barang kena cukai ........ (2] A
........ (3).......... berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang cukai.
KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1o e, (16).ceeeeeaennn
2. e, (16).eeeeenn..
3. e, (16).eeeeeaeen..

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ........... (17).........
pada tanggal ........... (18).........
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........ (19)........
..................... 210 FRTRTTRTY
..................... (21) i,

"
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.

Nomor (2) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Nomor (3) Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil
tembakau”, “hasil pengolahan tembakau lainnya”,
“minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.

Nomor (4) Diisi dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir,
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
dicabut.

Nomor (5) : Diisi dengan lokasi pabrik, tempat penyimpanan, tempat
usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat
penjualan eceran yang NPPBKC dicabut.

Nomor (6) : Diisi dengan alasan pencabutan NPPBKC sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang cukai.

Nomor (7) : Diisi dengan keputusan mengenai pemberian atau
pembekuan NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat lengkap pabrik, tempat penyimpanan,

tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran yang NPPBKC dicabut.

Nomor (10) : Diisi dengan NPWP pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat
penjualan eceran, (NPWP badan hukum dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran merupakan orang pribadi).

Nomor (11) : Diisi dengan nama pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau

tempat penjualan eceran.

i

www.jdih.kemenkeu.go.id



-111 -

Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Nomor (13) : Diisi dengan NPWP pemilik pabrik, tempat penyimpanan,
tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau
tempat penjualan eceran.

Nomor (14) : Diisi dengan alamat lengkap lokasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran yang NPPBKC
dicabut.

Nomor (195) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik, tempat
penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha
penyalur, atau tempat penjualan eceran, misalnya “Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Malang”.

Nomor (16) : Diisi dengan pihak yang mendapat salinan keputusan.
Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
Nomor (18) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan,

misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang”.

Nomor (20) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani
keputusan.
Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO ¥
NIP 197109121997031001
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